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PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PKB DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 

 
TERHADAP 

RAPERDA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DISAMPAIKAN OLEH  : H. SUGIARTO, S.T., S.H., M.Sos., CHt. 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh. 

Selamat  siang dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang terhormat, 

1. Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah,  

2. Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,  

3. Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,  

4. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah,  

5. Para tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang 

berbahagia.. 

 

Sebagai awal penyampaian Pandangan umum ini, kami mengajak untuk 

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan 

Hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD 

Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda diantaranya adalah 

mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda 

Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah  usul prakarsa 

dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah 

SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan 

mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat 

meneladani beliau. Amin. 

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin yang kami 

hormati. 
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Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Tengah tentu menyambut 

baik kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

Penyelenggara Kearsipan ini sebagai implementasi dan payung hukum 

pelaksanaan Penyelenggaraan kearsipan yang ada di Jawa Tengah  

Sebagaimana kita pahami bahwa Otonomi Daerah memberikan ruang 

yang luas sekaligus tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Daerah 

dalam hal penyelenggraan Kearsipan Daerah dimana arsip merupakan 

kebutuhan vital dan fundamental bagi sebuah instansi pemerintah atau 

suatu negara.  

Dalam hal ini Pemerintah harus memiliki pengelolaan kearsipan yang 

baik agar dapat melaksanakan pelayanan secara optimal dan efektif   

guna  mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik mulai 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan dan pelayanan 

publik. 

Pimpinan dan Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. 

Keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan mejadi dasar pelaksanaan 

berbagai hal teknis yang belum tertuang dan diatur undang - undang 

diantaranya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

menyusun perencanaan kebijakan dan strategi sekaligus alokasi 

anggaran yang mencukupi bagi Pelaksanaan Kearsipan Daerah.  

Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan kearsipan merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar.  

Selain itu lebih lanjut terdapat pembagian urusan bidang kearsipan antara 

pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota dibidang kearsipan 

sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014. Pemerintah Provinsi berwenang untuk membuat peraturan dan 

kebijakan dalam bidang kearsipan. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya sudah mempunyai 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggraan 

Kearsipan serta keberadaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
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17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 

Jawa Tengah, namun seiring dengan perkembangan peraturan tersebut 

membutuhkan perbaikan dan penyesuaian. 

Oleh karenanya Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah memandang 

pembahasan Raperda ini menjadi sangat penting untuk dilanjutkan 

pembahasannya dan ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. 

Pimpinan dan Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati. 

Sehubungan dengan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi 

Jawa Tengah yang kita bahas saat ini, maka izinkan Fraksi PKB DPRD 

Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Fraksi PKB menyadari bahwa setiap zaman akan melahirkan 

kebudayaan dan pelayanan yang berbeda dengan masa sebelumnya 

khususnya dalam hal penyelenggaraan kearsipan, misalnya 

keberadaan arsip digital yang mau tidak mau harus kita terima 

sebagai sebuah adaptasi baru di era sekarang ini. 

2. Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah mampu  mengembangkan 

dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi kekinian dalam 

pengelolaan dan penyelenggraan kearsipan daerah, misalnya 

menyediakan pedoman untuk penyelenggaraan dan akses catatan 

elektronik di sektor publik sebagai sebuah system kearsipan yang 

terintegrasi.  

3. Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan keberadaan 

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan ini mampu 

berkontribusi sebagai instrumen dalam upaya perlindungan, 

pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pelayanan publik 

Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Tengah semakin optimal. 

4. Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk menjaga dan mengelola 

arsip-arsip yang dimiliki Daerah, sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi dan referensi bagi kepentingan organisasi 

Perangkat Daerah dan masyarakat secara umum, namun demikian 

masih banyak daerah memiliki keterbatasan anggaran, infrastruktur, 

dan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola arsip dengan 

baik. 
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Untuk itu Fraksi PKB terus mendorong Pemerintah Daerah 

melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas pengelola 

kerarsipan daerah melalui berbagai pelatihan maupun bimbingan 

teknis lainnya. 

5. Dalam Perda Penyelenggaraan Kearsipan ini perlu mempertegas 

tugas fungsi Dinas  Kearsipan dan Perpustakaan sebagai pembantu 

Gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 

Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Perkembangan teknologi Revolusi industri 4.0 berkembang sangat 

pesat, salah satunya ditandai dengan penggunaan data besar (Big 

Data) dalam pengelolaan arsip digital dan elektronik. Fraksi PKB 

mendorong agar penyelenggaraan kearsipan dan penggunaan  big 

data mampu diselenggarakan dengan baik, aman dan berkualitas 

sehingga mampu meningkatkan layanan publik lebih cepat, akurat 

dan efisien. 

Pimpinan, dan Peserta Sidang Paripurna yang kami hormati 

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait 

Pembahasan Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah. 

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan petunjuk 

dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan 

sebaik baiknya, Amin.  

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Semarang, 14 Januari 2025 
 

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
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